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ABSTRAK

RARA APRILYAJI UTAMIE. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada
Tata Usaha Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Badan Pengawasan Keuangan
Dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntans,
Program Sudi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administras,
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Oktober 2016.

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Pusat, JI. Pramuka No. 33 Jakarta 13120 yang
berlangsung pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016.

Penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang kegiatan
mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di kampus ke dalam
dunia kerja yang sebenarnya melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini
dilaksanakan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.
Selain itu juga untuk memenuhi syarat akademik dalam mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta.

Laporan ini juga menguraikan manfaat serta tujuan dari pelaksanaan Praktik
Kerja Lapangan (PKL), yang secara keseluruhan bertujuan untuk proses
kemajuan semua pihak, baik mahasiswa sebagai pelaksana, instansi sebagai
penyedia labolatorium, maupun kampus sebagai |lembaga pendidikan.

Dalam laporan ini juga diterangkan penempatan praktikan di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, yaitu pada Tata Usaha Deputi
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK. Adapun tugas yang
dikerjakan praktikan diantaranya merekam data Surat Perintah Bayar (SPBy) LS
dan GU menggunakan aplikas SAS 2016, membuat potongan SPD berdasarkan
daftar nominatif pada LS dan GU, menghitung dana Deputi dan Uang
Persediaan, memploting uang untuk pembayaran Perjalanan Dinas berdasarkan
jumlah pada SPBy LS dan GU, Mengarsipkan data pada Box LS dan GU sesuai
Direktorat.

Meskipun dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang sering
dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan berhasil
dengan cukup baik. Praktikan dapat mengetahui kinerja bagian Tata Usaha
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK khususnya sebagai Bendahara Pengeluaran
Pembantu.



LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul - Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Tata Usaha Deputi
PIP Bidang Polhukam PMK Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP Pusat

Nama Praktikan : Rara Aprilyaji Utamie
Nomor Registrasi @ 8105142704
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Meny etujui,
Ketua Program Studi Dosen Pembimbing
Pendidikan Ekonomi

@jﬁi =
Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si Achmad Fauzi, S.Pd, M.Ak
NIP. 197201141998022001 NIP. 197705172010121000

14 November 2016
Seminar padatanggal .............occooeiiii



LEMBAR PENGESATIAN

Koordinator Propram Studi Pendidikan Ekononn

Fakultas Fhonomi Universitas Negen Jakarta

-~

A

Dr_Sit Nurjanah, SE N S1
NIP 197201141998022001

Nama Tanda Tangan Tangygal

Ketua Pengup

14-Nov-2016

..................

Dr. Sin Nurjanah, SE, M S
NIP. 197201 141998022001

Nama

Penguji Ahli

Santi Susanti, S Pd_ M Ak b 14-Nov-2016

NIP. 197701132005012002

Dosen Pembimbing

Achmad Fauz Zaini S Pd, M.St worreeeremmmeenne 14-Nov-2016

NIP. 197705172010121002



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sesuai jadwal yang telah
ditentukan.

Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik
dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program
Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang penulis lakukan
selama satu bulan dibagian Tata Usaha Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat yang merupakan
instans pemerintah di bidang pengawasan keuangan negaral daerah dan
pembangunan nasional.

Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Di dalam era yang semakin maju seperti saat ini, sangat diharapkan
peranan dunia teknologi yang dapat mendukung segala aspek dalam yang
diperlukan untuk memberikan sumbangan pemikiran, kontribusi dan kerja
nyata bagi bangsa dan negara. Dalam hal tersebut, dunia kerja menuntut untuk
mendapatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam dunia
kerja. Untuk itu, sangat diperlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian
professional untuk menghadapi tantangan dan persaingan dunia kerja baik
masa kini maupun mendatang.

Telah diketahui bahwa di tahun 2016 ini negara di kawasan ASEAN
termasuk Indonesia telah memasuki gerbang baru persaingan global yaitu
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal tersebut menjadi sebuah tantangan
besar bagi masyarakat Indonesia Dengan adanya MEA akan menimbulkan
persaingan yang ketat bukan hanya persaingan antar masyarakat Indonesia,
tetapi persaingan dengan seluruh masyarakat ASEAN yang akan saling
bersaing untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang baik. Pekerja dari negara-
negara ASEAN akan secara bebas memasuki dunia kerja di Indonesia, serta
persaingan para pelaku ekonomi akan semakin tinggi. Untuk menghadapi

tantangan MEA, Indonesia diharapkan mampu mempersiapkan Sumber Daya



Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal tersebut diiringi dengan peningkatan
kualitas SDM yang ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan,
sertateknologi yang dibutuhkan didalam dunia kerja dalam upaya peningkatan
mutu, efisien, dan efektivitas proses produks perusahaan dan daya saing
ekonomi.

Berbagal upaya telah dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk
mengaplikasikan hal tersebut. Pemerintah sudah mengupayakan yang terbaik
dalam peningkatan mutu pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya
manusia masyarakat Indonesia.

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang merupakan lembaga pendidikan
memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Untuk memenuhi hal tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta memiliki program yang sejalan dengan peningkatan sumber
daya manusia tersebut dengan aspek pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan bagi mahasiswa yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Program praktik kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah
wajib bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Selain itu, program praktik kerja lapangan merupakan sarana untuk
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan
pada dunia kerja yang sesungguhnya. Tujuan dilaksanakan praktik kerja
lapangan adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa agar nantinya dapat

bersaing disamping untuk memperkenakan bagaimana dunia kerja itu sendiri



sekaligus meningkatkan kualitas lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta

Dalan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan
memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat
sebagai tempat PKL. Praktikan memilih BPKP Pusat karena praktikan ingin
mengetahui lebih dalam bagaimana kerja dari instans pemerintah dalam
pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. Selain itu BPKP Pusat juga
terbuka kepada calon praktikan yang ingin melaksanakan PKL dan

mempelgari tentang tugas Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan.

. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan laporan latar belakang PKL diatas, adapun maksud

dilaksanakannya PK L adalah:

1. Menambah pengetahuan, wawasan, pengaaman, kemampuan, dan
keterampilan di bidang akuntansi sebelum memasuki duniakerja.

2. Mempersigpkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi
lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya.

3. Méatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab
sarta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.

4. Mempelgari bidang kerja pada tempat praktikan PKL yakni pada bagian
Tata Usaha Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Badan Pengawasan

K euangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.



5. Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan dalam memecahkan

masalah — masal ah yang dihadapi dalam dunia kerja.

Setelah mengetahui maksud dari PKL, kegiatan PKL ini ada tujuan yang

diharapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang
memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian yang sesuai dengan
perkembangan zaman

2. Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja yang ada di lingkungan
kerjanyata.

3. Menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan akan
dunia kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.

4. Untuk menjalankan kewagjiban PKL yang merupakan mata kuliah
prasyarat wajib bagi mahasiswa jurusan Ekonomi dan Administrasi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

5. Untuk membiasakan mahasi swa terhadap budaya dunia kerja yang berbeda
dengan budaya pembelgjaran di kelas dalam tekanan yang lebih tinggi
untuk menyel esaikan pekerjaan dengan tepat waktu.

6. Memperoleh data serta informasi mengenai Badan Pengawasan K euangan
dan Pembangunan (BPKP) Pusat yang akan digunakan sebagai bahan
laporan praktik kerjalapangan.

7. Meélatih disiplin, kerja sama, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas

agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.



C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Dalam program Praktik Kerja Lapanga diharapkan akan memberikan manfaat

bagi praktikan, Fakultas Ekonomi UNJ, dan Instansi sebagai berikut:

1. Bagi Praktikan

a

Sebagal sdah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat bersosialisasi
dan berinteraksi dengan karyawan yang telah berpengalaman di dunia
kerja nyata.

Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola
tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang
profesional dan bertanggung jawab.

Dapat melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam duniakerja.

Dapat menerapkan apa yang sudah dipelgari dan pengetahuan
akademis yang didapatkan di bangku perkuliahan khususnya di bidang
akuntansi perbankan dengan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan
secaralangsung di BPKP Pusat.

Sarana untuk menambah pengamalan baru bagi praktikan tentang

lingkup dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ

a

Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk

menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lingkungan



instansi/perusahaan sehingga dapat mewujudkan konsep link and
match dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja.

Sebagar masukan untuk Program Studi Pendidikan Ekonomi
Konsentrasi Pendidikan Akuntanss dalam rangka pengembangan
program studi.

Mengukur seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan
yang terjadi di duniakerja.

Sebagal sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau
instans pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia
kerjaterhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi khususnya.
Untuk memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

kepada khal ayak luas dan menunjukan kualitas mahasiswa UNJ

3. Bagi Instansi (BPKP Pusat)

a

Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL.
Dapat menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara
instans dengan lembaga perguruan tinggi, serta menumbuhkan
hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Instansi dapat merekrut mahasiswa apabilainstansi memerlukan tenaga
kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik

Kerja Lapangan tersebut.



D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan ditempatkan di bagian Tata
Usaha Deputi PIP Bidang Polhukam PMK. Berikut ini merupakan data

informasi tempat Praktik Kerja Lapangan dilakukan:

Nama Instansi . Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Pusat

Alamat : Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120

Telepon/Fax : +622185910031 / +622185900608

Website : www.bpkp.go.id

Tempat tersebut dipilih karena:

1. Merupakan salah satu instansi pemerintah di bidang pengawasan keuangan
dan pembangunan.

2. Untuk mengetahui kegiatan apa sgja yang dilakukan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.

3. Untuk mempelgjari tata keuangan dan administrasi yang di BPKP Pusat

E. Jadwal Waktu PKL
Jadwal waktu pelaksanaan PKL pada Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) Pusat adalah selama satu bulan terhitung sgjak 18



Juli s.d. 19 Agustus 2016. Adapun ketentuan hari dan jam praktik kerja dapat
dilihat padatabel 1.1

Rincian proses pelaksanaan PKL, terdiri dari tigatahap, yaitu:

1. Tahap Persigpan PKL
Pada tahap ini, praktikan mencari informasi langsung mengenai
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat sebagai
calon tempat PKL mengenai penyelenggaraan kegiatan PKL untuk
mahasiswa. Setelah itu praktikan mempersigpkan surat pengantar
permohonan PKL untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan dan
Ketua Prodi. Surat tersebut kemudian diproses di Bagian Administrasi
Akademik Kemahasiswaan (BAAK) UNJ. Surat permohonan PKL yang
telah diproses, disampaikan kepada Bagian Personalia Badan
Pengawaasan K euangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat sebagai tempat
praktikan PKL.
2. Tahap Pelaksanaan PKL
Tahap ini dilaksanakan setelah mendapat perizinan dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat yang ditandai
dengan dikeluarkannya surat balasan untuk Kepala BAAK UNJ.
Praktikan melaksanakan PKL dari tanggal 18 Juli 2016 s.d. 19
Agustus 2016 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat). Jadwal kerja hari
Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 16.30 dan hari Jumat pukul 08.00 s.d.

17.00.



3. Tahap Penulisan Laporan PKL
Tahap ini dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan PKL berakhir.
Setelah praktikan selesai menjalani PKL di Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Pusat praktikan meminta data-data dan
informasi yang dibutuhkan kepada instansi sebagai bahan penulisan
laporan PKL. Kemudian laporan PKL tersebut diserahkan kepada

Fakultas Ekonomi untuk diadakan seminar pada waktu tertentu.
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TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sgarah Umum BPKP

Sgarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
tidak dapat dilepaskan dari sgarah panjang perkembangan lembaga
pengawasan sgak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44
tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan
Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap
pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan
demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah
Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktura DAN yang bertugas
mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal

pada K ementerian Keuangan.*

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi
bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari
Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri
Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua
pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan
instans di bawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran

dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden

! Sejarah Singkat BPK P http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPK P.bpkp diakses pada 1
Oktober 2016

10
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Nomor 239 Tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan
Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN
(dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan
pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan

Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh
pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik
negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini,
khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang

pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal
30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga
pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adaah
diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan
fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit
organisas pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan
Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah
telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam

konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan
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kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah

barang tentu dapat mel aksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP hanya didukung oleh peraturan

presiden non Undang - Undang yaitu:

1. Keputusan Presiden RI No0.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah

3. Instruksi Presiden No.4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

4. Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
K euangan dan Pembangunan®

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali

diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52

disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 https.//id.wikipedia.org/wiki/Badan _Pengawasan Keuangan dan_Pembangunan diakses pada 1 Oktober
2016
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Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif
atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi,
asistensi atau pendampingan, dan evaluas merupakan kegiatan yang mulai
digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu
aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of
Understanding (MoU) atau Nota Kesegpahaman dengan pemda dan
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya
membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai
good gover nance.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP
melakukan reposisi dan revitalisas fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan
revitalisass BPKP diikuti dengan pengaman visi, misi, dan strategi. Vis
BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan
Terpercaya dadam Mentransformasikan Mangemen Pemerintahan Menuju
Pemerintahan yang Baik dan Bersih".

Pada akhir 2014, sekaligus awa pemerintahan Jokowi, peran BPKP
ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyel enggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negaral daerah dan

pembangunan nasional.
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Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesa Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan

Intern Dalam Rangka Mewujudkan K esgjahteraan Rakyat dengan menugaskan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk

melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan

negara/daerah serta efisiens dan efektivitas anggaran pengeluaran negaral

daerah, meliputi:

a

b.

Audit dan evaluas terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai.
Audit dan evaluas terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar.

Audit dan evaluas terhadap pengelolaan Pendapatan Adli Daerah.

Audit dan evaluas terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah.

Audit dan evaluas terhadap program/kegiatan strategis di  bidang
kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur,
pendidikan, dan kesehatan.

Audit dan evaluas terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah
Evaluas terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem
pengendalian kecurangan yang dapatmencegah, mendeteksi, dan
menangkal korupsi.

Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikas merugikan
keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang

efektif.



15

i. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan

pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun perjalanan BPKP mengawa pembangunan nasional yang

terdapat pada Gambar 11.1. Sejarah Singkat BPKP

. Vig, Mid, Nilai dan Motto BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunya Vis

dan Misi sebagai berikut:

Visi Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPKP)

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengel olaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”

Misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK P)

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan nasiona guna mendukung tata kelola
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
efektif.

3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang

profesional dan kompeten.
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Slogan Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPKP)

Membangun Good Governance dan Clean Gover nment

Nilai — nilai Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPK P)

“PIONIR”
Profesional Nurani dan Akal Sehat
I ntegritas I ndependen
Orientasi Pengguna Responsibel

M otto Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPKP)

"Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”

Motto Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

“BEKERJA DENGAN 5B - BERKARYA DENGAN 5S"

1. Berpikir Cerdas: Setigp insan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK adalah

insan-insan yang selalu berupaya bekerja dengan pemikiran-pemikiran
yang cerdas, yang selalu mencoba untuk bekerja lebih baik dengan cara-
cara yang cerdas dan dengan terobosan baru yang dapat memberikan
manfaat dan nilai tambah yang lebih bailk. Ungkapan berpikir cerdas
merupakan sadlah satu pengegjawantahan program budaya kerja Total
Quality Control dan Organisasi Berbasis Pengetahuan.

2. Bekerja Keras: Insan Deputi Polhukam PMK juga sepakat untuk selalu
bekerja keras dengan semangat pagi yang seladu menyaanyala. Bekerja
keras bermakna pula bahwa insan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

akan sdlau berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
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diberikan dengan sebaik-baiknya tanpa mengenal lelah. Ungkapan moto
ini merupakan implementasi dari program pengembangan budaya kerja
“Punctuality”.

. Bekerja Tuntas: Bekerja tuntas bermakna bahwa seluruh insan Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan yang diamanatkan sampa selesai. Selesai dalam arti
memberikan solus terbaik dan tidak menimbulkan atau membuat masalah
baru. Moto ini merupakan implementasi dari program Total Quality
Control dan Transparansi.

. Bekerja Ikhlas: Bekerja ikhlas bermakna bahwa seluruh pekerjaan yang
diemban dan diamanahkan kepada setiap insan dilingkungan Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
dan dengan rasa ikhlas. Ikhlas dalam arti bahwa pekerjaan tersebut
dilaksanakan untuk memenuhi kewagjiban dan kebutuhan hidup dan
kehidupan sebagai manusia dan dalam rangka beribadah kepada Tuhan
Y ang Maha Esa. Moto ini sgjalan dengan program budaya kerja penegakan
akhlak dan etika. .

. Berhasil Puas: Moto berhasil puas bermakna bahwa setiap pekerjaan yang
telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diharapkan memberikan
manfaat atau nilai tambah sehingga dapat memuaskan siapapun yang akan
menggunakan produk atau hasil yang dicapai. Produk atau hasil yang
diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Moto ini

terkait erat dengan program budaya kerja K ebersamaan dan kesejahteran.



18

"Sedangkan moto “Berkarya dengan 5S” adalah ungkapan kesepakatan
seluruh insan Deputi PIP Bidang Polhukam PMK dalam berkarya dan
pergaulan sehari-hari  untuk  membudayakan mengucapkan Salam,
memberikan Senyum, bertegur Sapa, berperilaku Santun, dan hidup Selaras.
Moto ini bermakna bahwa seluruh jgjaran Deputi PIP Bidang Polhukam PMK

akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua orang."?

C. Struktur Organisasi BPKP

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, maka BPKP memiliki struktur
organisasi yang terdiri dari:

Kepala

Sekretaris Utama

0 Biro Umum

0 Biro Kepegawaian dan Organisasi

0 Biro Perencanaan

0 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

o Biro Keuangan

Deputi Pengawasan I nstansi Pemerintah Bidang Perekonomian

0 Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Fiskal dan Investasi

0 Direktur Pengawasan Instans Pemerintah Bidang Produks dan

Sumber Daya Alam

% http://www.bpkp.go.id/pol soskam/konten/340/M otto-Deputi-Pol soskam.bpkp diakses pada 2 Oktober 2016
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Direktur Pengawasan Instans Pemerintah Bidang Industri dan
Distribusi

Direktur Pengawasan Instanss Pemerintah Bidang Pinjaman Luar
Negeri

Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

Lainnya

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum,

Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan

o0 Direktur Pengawasan Instanss Pemerintah Bidang Pertahanan dan

Keamanan

Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Penegakan Hukum,
Sekretariat Negara dan Lembaga Tinggi Negara

Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Kesgahteraan
Rakyat

Direktur Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Poitik, Sosial dan

Keamanan Lainnya

Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

o Direktur Pengawasan Penyel enggaraan Keuangan Daerah Wilayah

o Direktur Pengawasan Penyel enggaraan Keuangan Daerah Wilayah 11

o Direktur Pengawasan Penyel enggaraan Keuangan Daerah Wilayah 111

Deputi Akuntan Negara

o0 Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan

Perdagangan
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o

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata,

Kawasan Industri dan Jasa Lainnya

o

Direktur Pengawasan Badan Usaha Keuangan dan Manufaktur
o Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi
o Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah
Deputi Investigasi
o Direktur Investigas Instansi Pemerintah
o Direktur Investigass BUMN dan BUMD
o Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
I nspektor at
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
Pusat I nformasi Pengawasan
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
Perwakilan BPKP
Dalan menjaankan fungsinya, BPKP memiliki susunan organisas

sebagaimana terlihat dalam bagan Gambar 11.2 Struktur Organisasi

D. Kegiatan Umum BPKP
Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP antaralain :
1. Pembinaan Sistem Pengendaian Interna Pemerintah pada instans
pemerintah baik Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah serta

lembaga lainnya.
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2. Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen/LPND
maupun Pemerintah Daerah
3. Poalicy Evaluation
4. Fraud Control Plan
5. Optimalisasi penerimaan negara
6. Asgistens penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Asdistensi penerapan Good Cor porate Governance
9. Risk Management Based Audit
10. Audit Investigatif atas kasus berindikasi korupsi
11. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Daerah maupun
Inspektorat Jenderal

12. Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sesual dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona (SPPN), BPKP wajib menyusun
Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, mid, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIMN) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada
Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014.

Selanjutnya, tahapan RPIMN tahun 2015 — 2019 dalam kerangka
RPIJPN 2005 - 2025 memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih

memantapkan pembangunan dengan menekankan pada pencapaian daya saing
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kompetitif perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam
dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan
bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagai mana disebutkan
dalam agenda prioritas kedua RPIMN 2015 - 2019, yaitu membuat
pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat
RPIMN 2015 - 2019, yaitu memerkuat kehadiran negara dalam reformasi dan
penegakan hukum.

Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP telah
diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (@)
pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang
bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan
penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan
kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan
penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondis umum penyelenggaraan
pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPK P terfokus pada akuntabilitas
pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam
pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara.
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Melaui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama
yaitu fungs pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi
pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan
nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah
dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan
penugasan dari Presiden dan (b) fungs pengoordinasian dan sinergi
penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat
pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungss kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (@)
pelaksanaan audit, reviu, evaluas, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/ldaerah dan akuntabilitas pengeluaran
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain
yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah
dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya
terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan
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negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara/daerah; (c) pemberian konsultans terkait dengan
mangjemen risiko, pengendalian intern, dan tata kel ola terhadap instansi/badan
usaha/lbadan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis, (d)
pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan
yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian
harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang
berindikas: merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian
keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan
korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja
pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan
konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif
akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum
negara dan pengelolaan aset, (¢) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik

dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral.

. Tugasdan Fungsi BPKP

Sesual dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP). BPKP mempunya tugas menyelenggarakan urusan
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pemerintahan di  bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

Daam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasiona pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan
yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiaya oleh anggaran
negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya
yang didaamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas
pembiayaan keuangan negara/ daerah.

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan
aset negara/daerah.

4. Pemberian konsultansi terkait dengan mangemen risiko, pengendalian
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan

program/ kebijakan pemerintah yang strategis.



26

5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas
penyesuaian harga, audit klam, audit investigatif terhadap kasus-kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan
ahli,dan upaya pencegahan korupsi.

6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah
pusat.

8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyel enggaraan
sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan
atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah
sesual peraturan perundang-undangan.

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi
jabatan fungsional auditor.

11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di

bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah.
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12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi
hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara
K ementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
BPKP.

14. Pembinaan dan pelayanan administrass umum di bidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,
kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah

tangga.*

F. Stakeholder dan Shareholder BPKP

Shareholder BPKP adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia. Presiden selaku kepala pemerintahan memerlukan hasil
pengawasan BPKP sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-
kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi  kewajiban
akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP pun diperlukan oleh para
penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provins dan
kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instans yang
dipimpinnya.

Pihak-pihak yang merupakan stakeholders BPK P adalah:
1. Lembaga Legidatif (Pusat dan Daerah)

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

* Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014



3. Departemen/LPND/BUMN/BUMD

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

5. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

6. Aparat Penegak Hukum (Kegaksaan Agung,
Pemberantasan Korupsi)

7. Mahkahmah Konstitusi dan Komisi Yudisial

8. Pemberi Pinjaman/Hibah (Lenders)

9. Publik/Masyarakat/LSM

10. MediaMassa
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PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. BidangKerja

Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP Pusat, praktikan ditempatkan pada
bagian Tata Usaha Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Gedung BPKP Lt. V
Jalan Pramuka N0.33 Jakarta Timur 13120. Praktikan khususnya ditempakan

untuk membantu di Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Pada dasarnya bagian Tata Usaha memiliki tugas yang cukup
kompleks terkait administras pada Deputi PIP bidang Polhukam PMK,
khususnya di bagian BPP. Namun Praktikan hanya digjarkan beberapa tugas
dari Bendahara Pengeluaran Pembantu. Adapun pekerjaan yang praktikan

lakukan selama satu bulan adalah sebagai berikut:

1. Merekam data yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perintah Bayar

(SPBy) melalui aplikas SAS 2016.

2. Mencairkan dana LS dan GU

3. Membuat Potongan Surat Perjdlan Dinas (SPD) berdasarkan daftar

nominatif SPD.
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4. Menghitung Dana Deputi dan Uang Persediaan, memploting uang untuk
pembayaran Perjalanan Dinas berdasarkan jumlah pada SPBy LS dan GU,

Mengarsipkan data pada Box LS dan GU sesuai Direktorat.

B. Pelaksanaan Kerja

Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan kurang lebih selama
satu bulan. Terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 19 Agustus
2016. Kegiatan PKL ini dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku pada Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat yaitu Senin hingga
Jum’at. Dengan waktu kerja pukul 08.00 s.d. 16.30 WIB untuk hari Senin s.d.
Kamis dan pukul 08.00 s.d. 17.00 untuk hari Jumat. Selama Praktik Kerja

Lapangan (PKL), praktikan bertugas sebagai berikut:

1. Merekam data yang diperlukan untuk pembuatan Surat Perintah Bayar
(SPBy) melalui aplikasi SAS 2016.

Dalam merekam data SPBy LS maka data yang dilihat bersumber
dari SPP LS, sedangkan untuk SPBy GU data yang dilihat bersumber dari
Kuitansi. langkah berikutnya yaitu membuka aplikasi SAS 2016 kemudian
masukan user dan password. Setelah program berhasil terbuka lalu klik
pada menu SPP dan pilih SPBy kemudian klik Rekam. Tampilan
selanjutnya ditunjukan oleh Gambar [11.1

Setelah tampilan Surat Perintah Bayar muncul maka isi informasi

seperti Satker, Tanggal, Nomor, Jumlah uang yang tertera sesuai Kuitans,
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Penerima, Tujuan Pembayaran, No. Kuitans, Kode, BPP, dan PPK.
Tampilan SPBy yang sudah terisi apat dilihat di Gambar 111.2

Setelah semua data sudah direkam maka klik Simpan dan
selanjutnya dapat masuk ke proses pencetakan SPBy. Tampilan SPBy

yang sudah dicetak dapat dilihat di Gambar 111.3

. Mencairkan dana LS dan GU

Pada pekerjaan ini hal yang harus dilakukan pertama kali adalah
Pengumpulan SPJ yang selanjutnya akan diverifikasi kelengkapan data
dan hasil laporan, Setelah SPJ diverifikasi maka tahap selanjutnya adalah
membuat kuitansi untuk jenis kegiatan yang dilakukan. Setelah itu dibuat

SPM dan terbit SP2D baru dana LS atau GU dapat dicairkan.

. Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas (SPD) berdasarkan daftar
nominatif SPD.

Untuk pembuatan potongan Surat Perjalanan Dinas harus
berdasarkan dengan daftar nominatif Surat Perjalanan Dinas. Ha ini
dikarenakan jumlah potongan sgjumlah 5% dari uang harian. Lembar
daftar nominatif dapat dilihat pada Gambar 111.4

Setelah itu isi sesuai daftar nominatif, tambahkan kolom potongan
dana dan jumlah yang diterima disis kanan. Pada Potongan SPD perlu
diperhatikan nomer akun dan tujuan perjalanan dinas yang dilakukan.

Adapun no. akun yang digunakan yaitu 524113 (Dalam Kota), 524111
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(Luar Kota), 524211 (Luar Negeri). Potongan SPD setelah teris maka

akan seperti pada Gambar 111.5

. Menghitung Dana Deputi dan Uang Persediaan, memploting uang untuk
pembayaran Perjalanan Dinas berdasarkan jumlah pada SPBy LS dan GU,
Mengarsipkan data pada Box LS dan GU sesuai Direktorat.

Dalam menghitung dana deputi dan uang persediaan dilakukan
pada pagi dan sebelum pulang kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan
kesamaan jumlah antara sistem pencatatan dan fisiknya.

Memploting dana LS dan GU dilakukan setelah uang tersebut
dicairkan. Maka Bendahara Pengeluaran Pembantu akan mencairkan ke
bank dan selanjutnya memploting uang sesuai jumlah LS dan GU. Biaya
yang diberikan kepada penerima sgjumlah nomina yang tertera pada
potongan SPD atau dalam kata lain Jumlah LS atau GU dikurangi
Potongan SPD. Nila bersih tersebut yang akan diterima oleh pegawai.

Mengarsipkan data pada Box LS dan GU dilakukan ketika semua
aktifitas telah dilakukan. Pengarsipan ini bertujuan untuk memudahkan
pegawai dalam mencari data atau informasi jika sewaktu-waktu
dibutuhkan. Box LS dan GU dimasukan sesuai kode Direktorat yang ada
di Deputi Polhukam PMK. Adapun kode tersebut meliputi: Kode 3691.
Direktorat, Kode 3692: Direktorat 2, Kode 3694: Direktorat 3, Kode 3695:

Direktorat 4, dan Kode 3670: TU/K edeputian.
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C. Kendala yang Dihadapi

Daan melaksanakan pekerjaan, praktikan berusaha untuk
mel aksanakan pekerjaan dengan baik, pekerjaan yang dilakukan selesai tepat
pada waktunya dan selesai dengan hasil yang memuaskan. Akan tetapi dalam
melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami beberapa kendala yang
menyebabkan praktikan menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan

pekerjaan. Lalu, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala, antaralain:

1. Kurang terkodinirnya dokumen-dokumen yang ada, sehingga menyulitkan

praktikan dalam mencari data dan informasi.

2. Arsip file kurang tertata dengan baik sehingga membutuhkan waktu yang

|ebih lama dalam mencari dokumen.

3. Kurangnya SDM vyang dapat membantu pekerjaan BPP dalam

mel aksanakan tugas sebelum adanya praktikan.

4. Sesekali terjadi miss data saat perekaman SPBy melalui Aplikas SAS

2016. dan kurangnya kordinas saat terdapat pembaharuan data.

5. Pengerjaan Potongan SPD masih dilakukan secara excel. Sehingga
mengharuskan praktikan untuk mengetik ulang daftar nominatif Perjalanan

Dinas.
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D. CaraMengatas Kendala
Adapun cara untuk mengatasi kendala- kendala yang ada sebagai berikut:

1. Motivasi Diri

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Tata Usaha
Deputi PIP Bidang Polhukam PMK praktikan banyak menemukan hal dan
pengalaman baru yang belum pernah praktikan dapatkan sebelumnya.
Dorongan yang kuat untuk mencoba hal yang baru itulah yang menjadi
dasar motivas diri praktikan untuk dapat menyelesaikan tugas dengan
sebaik mungkin, “Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas,
arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya”.’

Sama hal nya ketika praktikan menempuh perkuliahan, praktikan
sering mengalami kebosanan dan dihinggapi rasa malas. Tetapi dengan
adanya motivasi diri yang kuat dari dalam diri praktikan, praktikan dapat
mengatasi kendala tersebut guna mencapai tujuan yang akan praktikan
capai.

2. Penambahan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang sangat penting di
dalam sebuah organisasi atau lembaga. Sumber daya manusia berperan
sebagai motor atau penggerak dalam sebuah organisasi atau lembaga.

Tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil dan unggul, maka

> Motivasi Diri
Pengertian Motivasi. https.//id.wikipedia.org/wiki/Motivas diakses pada 17 Oktober 2016




35

struktur dari sebuah organisasi atau lembaga tidak akan berjalan
semestinya.
. Membuat Ruang Khusus Untuk Arsip

Pembuatan ruang khusus umtuk arsip maupun dokumen penting
sangat diperlukan agar informasi yang dicari mudah didapatkan dan
efesiensi waktu. Karena penempatan dokumen atau arsip yang berantakan
membuat pegawai |ebih lama dalam bekerja.
. Membuat Stampel Untuk Potongan SPD

Dengan membuat stampel dinilai lebih cepat dalam pengerjaan ini
serta dapat memberikan efektivitas dalam bekerja. Jika awalnya pegawai
harus mengetik ulang form nominatif dan menghitung jumlah potongan
maka membuat waktu dan tenaga yang terbuang jauh lebih banyak.
Apabila menggunakan stampel maka pegawai cukup mengecapnya di

bagian daftar nominatif dan menuliskan jumlah uang yang dipotong.

. Memberikan informasi secaraberkaa

Dengan memberikan informasi secara berkala maka meminimalisir
terjadinya kesalahan data dalam perekaman Surat Perintah Bayar pada
aplikasi SAS 2016. Mengingat aplikas tersebut juga dipakai oleh banyak

orang sehingga pemberian informasi dinilai penting untuk dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, praktikan memperoleh
banyak pengadaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan akuntans
khususnya akuntans pemerintah yaitu pada bagian Tata Usaha dan Bendaha
Pengeluaran Pembantu. Selama menjalankan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan, praktikan menemukan beberapa kendala namun kendala —
kendala tersebut dapat diatasi baik dari diri sendiri maupun pihak luar
seperti pegawal Deputi PIP Bidang Polhukam PMK yang ikut turut
membantu mengatasi kendala — kendala tersebut. Berikut adalah hasil yang
diperoleh praktikan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat:

1. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penergpan akuntansi
khususnya akuntansi pemerintahan.

2. Praktikan memahami cara pembuatan SPBy LS dan GU melaui sistem
aplikasi SAS 2016.

3. Praktikan dapat lebih mempelgari tanggung jawab dan kedisiplinan

dalam menyel esaikan tugas pekerjaan.
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4. Praktikan menjadi bisa mengetahui dunia pekerjaan dan bisa menerapkan
teori yang telah didapat praktikan di bangku perkuliahan dalam
mel aksanakan praktik kerjalapangan.

5. Praktikan memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam dunia

kerja, dan mendapatkan pengalaman yang berharga dalam dunia kerja.

B. Saran
Berdasarkan pengalaman saat menjalankan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan, ada beberapa saran yang kiranya praktikan berikan untuk dapat
membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kedepannya agar lebih
baik. Berikut ini adalah saran yang bisa praktikan berikan dalam pelaksanakan
Praktik Kerja Lapangan yaitu:
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL

a. Kepada para mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, sebaiknya
selalu  berkomunikas dengan mahasiswa lain yang telah
melaksanakan PKL agar lebih memudahkan dalam mencari tempat
PKL.

b. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharapkan segala hal yang
berhubungan dengan PKL dipersiapkan dari jauh — jauh hari seperti
mencari tempat PKL dan berkas — berkas untuk memenuhi syarat
PKL.

c. Setdah mendapatkan tempat PKL mahasiswa diharapkan

Melaksanakan setigp tugas yang diberikan dengan penuh
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tanggungjawab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama
baik Universitas.

d. Mahasiswa harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar
mudah bersosialisasi dengan karyawan dan memahami pekerjaan yang
diberikan serta menjalin hubungan baik dengan para pegawai di tempat
PKL untuk dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang terkait
dengan bidang kerja yang sedang dilakukan.

2. Bagi pihak Universitas

a Membuat hubungan yang baik dengan perusahaan atau instansi
pemerintahan agar mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan
tempat PKL.

b. Memberikan pengarahan terhadap mahasiswa sebelum melakukan
PKL.

c. Memberikan pembekalan dan bimbingan terkait program PKL agar
memiliki persiapan dalam melaksanakan PKL.

3. Bagi pihak instans

a. Berikanlah penugasan yang sesuali dengan kemampuan kepada setiap
peserta PKL yang sedang melaksanakan PKL di Instansi tersebut
sehingga peserta PKL dapat melaksanakan tugas nya dengan baik dan
benar.

b. Instans memberikan bimbingan yang lebih kepada mahasiswa agar

dapat menjalakan tugas dengan baik dalam melaksanakan PKL.
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Lampiran Tabel 1.1 Jadwal Kerja Kegiatan PKL

Tabel 1.1

Jadwal Kerja Kegiatan PKL

40

Hari Kerja Jam Kerja Jam I stirahat
Senin s.d. Kamis 08.00 s.d. 16.30 12.00 s.d. 13.00
Jumat 08.00 s.d. 17.00 12.00 s.d. 13.30

Sumber: Tabel diolah oleh penulis
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Lampiran Gambar I1.1 Sgjarah BPKP
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Gambar I1.1

Sumber: Sgjarah singkat BPKP http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPK P.bpkp




Lampiran Gambar I1.2 Struktur Organisasi BPKP
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Gambar 1.2

Sumber: Struktur Organisasi BPKP http://www.bpkp.go.id/konten/7/Struktur-Organisasi .bpkp
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Lampiran Gambar 111.1 Tampilan Aplikas SAS 2016
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Gambar 111.1

Tampilan Aplikasi SAS 2016

Sumber: Data diolah oleh penulis
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Lampiran Gambar I11.2 Tampilan SPBy yang Sudah Terisi
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Gambar [11.2

Tampilan SPBy yang Sudah Terisi

Sumber: Data diolah oleh penulis
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Lampiran Gambar 111.3 Tampilan SPBy yang Sudah Dicetak

Gambar I11.3

Tampilan SPBy yang Sudah Dicetak

Sumber: Data diolah oleh penulis
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Lampiran Gambar 111.4 Daftar Nominatif SPD

Gambar I11.4

Daftar Nominatif SPD

Sumber: Data diolah oleh penulis
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Lampiran Gambar 111.5 Potongan Surat Perjalanan Dinas
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Gambar I11.5

Potongan Surat Perjalanan Dinas

Sumber: Data diolah oleh penulis
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Lampiran 1. Surat Permohonan PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
_ Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 132
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR.1: 4895130, PR.1 : 48%[9“1 8 PRIN: 4892926,23R IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI ; 4752180

B‘M Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898436
F..*!;‘:M Laman : www.unj.ac.id
Nomor 1 1469/UN39.12/KM/2016 24 Maret 2016
Lamp. . 1 lembar 1
Hal : Permohonan lIzin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
JI. Pramuka No.33, Jakarta

Kami mohon kesediaan saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri

Jakarta :

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Sebanyak : 3 Orang (Khairunnisa, dkk) Daftar Nama Terlampir.

Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
Pada Tanggal 18 Juli s.d. 19 Agustus 2016

No. Telp/HP : 082298388494

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan

f Syaifullah

Tembusan : P
i >”|9§3’02161984031001

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog Pendidikan Ekonomi
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Lampiran 2. Surat Penerimaan PKL

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
bpkp Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) 85910106
Web: http://www.bpkp.id, E-mail- kepegawaian@bpkp.go.id
Nomor : S-lbod /SU02/1/2016 25 Mei 2016
Hal Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan
Yth.
Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan UN]J
di Jakarta

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor 1469/UN39.12/ KM/2016 tanggal
24 Maret 2016 tentang Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan, dengan ini kami
sampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswi Saudara:

No Nama NIM Jurusan

1. Khairunnisa 8105142690 Pendidikan Ekonomj

2. Woro Endah 8105145053 Pendidikan Ekonomi
8105142704 Pendidikan Ekonomi

3.  Rara Aprilyaji Utamie
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/PKL di Kantor Pusat Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhitung mulai tanggal 18 Juli
2016 sampai dengan 19 Agustus 2016.

Hari kerja di kantor BPKP adalah hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul
08.00 s.d. 16.30 WIB, sedangkan hari Jumat mulai pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB.

Selama melaksanakan PKL, kami tidak menyediakan akomodasi atau transportasi

dan tidak memungut biaya dari mahasiswi yang bersangkutan.
Demikian kami sampail
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

aX Ratna Tl,antl rnawati
“-.:.___‘NIP.' 19579222 198503 2 001



Lampiran 3. Surat Keterangan Telah M elaksanakan PKL

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Jalan Pramuka No. 33 Jakarta — 13120
bpkp Telepon (021) 85910031 (hunting), Faksimile (021) 85910106
E-mail: kepegawaian@bpkp.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 679 /SU02.1/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heli Restiati

NIP : 19680512 198903 2 001
Pangkat / Gol. : Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan

: Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa mahasiswi berikut:

No. Nama NIM

Jurusan
1, Khairunnisa 8105142690 Pendidikan Ekonomi
2. Woro Endah 8105145053 Pendidikan Ekonomi
3. Rara Aprilyaji Utamie 8105142704 Pendidikan Ekonomi
4. Ajeng Bungah Reskina 8105141502 Pendidikan Ekonomi
5. Hanan 8335132434 Akuntansi
6. Ritia Rudini 8105141520 Pendidikan Ekonomi

adalah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang telah melakukan Magang di Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Staf Administrasi Perkantoran yang
dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

14 September 2016
a.n. Kepala Biro,
Kepala Bagian Perencanaan dan
Pengembangan Pegawai,

’
»

Heli Restiati
NIP 19680512 198903 2 001
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Lampiran 4. Sertifikat PKL

>

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI

TSI I I T ILILTEILI TN

f' @
1
18
1)

|
IR
g

Memberikan

SERTIFIKAT
Kepada :

Rara Aprilyaji Utamie . Q
Nomor Induk : $§105142704 i ‘5,
Universitas Negeri Jakarta gia

k{
1

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) terhitung mulai bulan 18 Juli 2016 s.d 19 Agustus 2016
di Kantor Badan P K dan Pemb (BPKP) Pusat Jalan Pramuka No. 33 Jakarta Timur,

dakarta, 22 Agustus 2016




Lampiran 5. Daftar Hadir PKL

2 T'\ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

(8E;

g, ‘v\-
LQ ‘ML

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 47212277 4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.unj.ac.id/fe

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
2 sks

Nama ) ?ﬂP'AAP?'\Lan L MTAME
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150 4001 20m CERTIFIED
CERTIFICATE MO

No. Registrosi
Program Suudi
Tempat Praktik
Alamat Praktik/Telp

CBIOSIMAIOM.
- PErom. PJ.E-E‘-;_\J_ .. Breorepml

...?)n:,,MW.m..m..%./ou %5‘910031

NO HARIVTANGGAL PARAF KETERANGAN |
1| .Seqin, 182905 2 % |f%ﬂ o
2, | . Selosa.. )9 2 2016 3‘%‘
3 | Rabw. 20 0 0 3@‘4
a | Kois, DN T0M 4(@#
s | dumadt. 22 Jun. 200k s%
6. | .JSenin,...25. 200, ik 6.
7. |..S0ase, Tk Jun Wik 7
g |.Rabu., 2. 200.200h . sw
9. | .Kamis, 18 :
10. .?umh..i? L. 200h.. ... .l
1| LSeie . S oy B
12, .,.{tl.;.x,r.a._...?;.hgmw lzﬂ
13, L Baba.,. 03 Agusns. 10)k... |3@~1{
14, | Eamis, 04 Agustul L0lh 14%
5. | dwvat,. 05 Aqushar 2010 rs@'{'
Catatin'

Format ini dapat diperbanynk sesuni kebutuhan

Mohon legalitas dengan bubuhi cap | er

/
e \\H P lsb;%lzm 198603 1ool



/"&"\ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 2
B UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA :

Q%g % 7 FAKULTAS EKONOMI
“-.t‘_"d Kampus Universitas Megeni Jakana Gedung R, Ialan Rawamangun Muka, Jakara 13220
ok Telepon (021) 47212277 4706285, Fax: (021} 4706285 150001 206 CERTIFIED
f;'_'_;_vl}" b Laman: www.unj.ec.id/fe ! Lfi::ff-fm"'
M Tl Tt
- o DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
o SKS
Nama
No. Registrasi
Program Studi
Tempat Praktik . 2ADA . PEmbAWAIAR. KEVAr 60 NAM PEME pRIbvpaang
Alamat Praktik/Telp <. Na. PramurA 199,23 [ 02 S5d)003
NO HARITANGGAL PARAF KETERANGAN

1. | .Seqin,. 8. Aguitvi 2ok .. »(]}L.f

Sdas, . 9 Pgusas. Yotk :(8-4—
3 | Bdby . 10A9usN. a3
a | Famis, 11 Agustes. Yolk..
5. | dumat, L Aguines oM. | 5]
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Mohon legalitas dengan bubuhi cap | Perusah N 4 :NTP 4_@58:12.1 198603 1501




Lampiran 6. Penilaian Praktik Kerja L apangan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI ,
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA |

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 3220
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285 5009001 2008 CTRTIFIFD
Laman: www,unj ac.id/fe u::‘]':x::_ﬂm
PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
2 SKS
Nama - BRRa APOI\YRD) UTAME
No.Registrasi DS LART st
Program Studi i IPEMLD]K!‘%N i E‘QN‘E‘"’“
Tempat Praktik . BRoara. PENLAMIASAN YEuapAN Dary PEMARS Luran
Alamat Prakii/Telp  : .20 PRAMU YA A0, 32/ 02) BSSI003)
NO ASPEK YANG DINILAI gﬁ% KETERANGAN
1 | Kehadiran a0 1. Keterangan Penilaian :
Skor  Nilai Predikat
5 gy
2 | Kedisiplinan N < T I 80-100 A Sangat baik
3 | Sikap dan Kepribadian LL80 09 B Baik
60-69 C Cukup
4 | Kemampuan Dasar L2800 | sss0 D Kurang
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilias [ ... 9o, [-Alokasi Wakiu Prakiik :
- 90 2 sks : 90-120 jam kerja efektif
F i i dan M il | ...d
6 | Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambi 3 sks : 135-175 jam kerja cfektif
Keputusan
Nilni Rata-rata :
7 | Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan L85
LRS-
8 | Aktivitas dan Kreativitns | ..l go.... A0S = O
14 (sepuluh)
9 | Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas [ ... g0....
10 | Hasil Pekerjaan s 90, | Nili Akbir: =
g0 5 A i
Angka bulat | huruf l ‘
1
Jumlah .. 305... [ e
i R | o e | S J
ikitas. | SHEMBER 206
I'i
(G TR MURYANTY
Catatan : 580222 \g8eo3 1 oot

Maohon legalitas dengan membububi cap Instunsi/Perusahann
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Lampiran 7. Jadwal Kegiatan Harian PKL

No.

Tangga

Kegiatan

Senin, 18 Juli 2016

Perkenalan  kepada karyawan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Penempatan di Tata Usaha Deputi Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang
Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan.

Sdasa, 19 Juli 2016

Menyusun dokumen perjalanan dinas.
Menyusun dokumen Surat Pertanggung

Jawaban (SPJ).

Rabu, 20 Juli 2016

Membuat daftar cuti pegawai Deputi PIP
Bidang Polhukam PMK.
Mengantarkan dokumen SPJ untuk

diverifikasi oleh bagian keuangan.

Kamis, 21 Juli 2016

Mengarsipkan dokumen SPBy LS, SPBy GU,
SPJ, Daftar Nominatif SPD, Potongan SPD
Direktorat 1 (PIP Bidang Pertahanan dan
Keamanan).

Mengarsipkan dokumen SPBy LS, SPBy GU,
SPJ, Daftar Nominatif SPD, Potongan SPD

Direktorat 2 (PIP Bidang Penegakan Hukum,
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Sekretariat Negara, dan Lembaga Tinggi

Negara).

Jumat, 22 Juli 2016

Mengarsipkan dokumen SPBy LS, SPBy GU,
SPJ, Daftar Nominatif SPD, Potongan SPD
Direktorat 3 (PIP Bidang Kesgjahteraan
Rakyat).

Mengarsipkan dokumen SPBy LS, SPBy GU,
SPJ, Daftar Nominatif SPD, Potongan SPD
Direktorat 4 (PIP Bidang Politik, Sosisal,

Keamanan lainnya).

Senin, 25 Juli 2016

Mempelgari sistem Aplikasi Sistem Aplikasi
SAS 2016.

Mempelgari pembuatan potongan dana
Deputi terhadap Perjaanan Dinas dalam kota,

luar kota, dan luar negeri.

Selasa, 26 Juli 2016

- Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)

LS dan GU menggunakan aplikasi SAS 2016.
Mengitung dana Deputi dan Uang Persediaan.
Memploting Uang untuk pembayaran
Perjalanan Dinas berdasarkan jumlah pada
SPBy LS.

Memploting Uang untuk pembayaran




57

Perjalanan Dinas berdasarkan jumlah pada

SPBy GU.

- Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) diluar

jam kerja.

Rabu, 27 Juli 2016

- Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas

(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada

LS.

- Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas

(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada

GU.

Kamis, 28 Juli 2016

- Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)

L S menggunakan aplikasi SAS 2016.

- Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas

(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada

LS.

- Menghitung dana Deputi dan Uang

Persediaan.

10

Jumat, 29 Juli 2016

- Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)

GU menggunakan aplikasi SAS 2016.

- Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas

(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada

GU.
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- Menghitung dana Deputi dan Uang

Persediaan.

- Memploting Uang untuk pembayaran

Perjalanan Dinas berdasarkan jumlah pada

SPBy GU.

- Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) diluar

jam kerja.

11

Senin, 1 Agustus 2016

- Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)

GU dan LS menggunakan aplikasi SAS 2016.

- Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas

(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada

GU dan LS.

- Menghitung dana Deputi dan Uang

Persediaan.

- Mengarsipkan data pada Box LS dan GU

sesual Direktorat.

12

Selasa, 2 Agustus 2016

- Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)

GU dan LS menggunakan aplikasi SAS 2016.

- Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas

(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada

GU dan LS.

- Menghitung dana Deputi dan Uang
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Persediaan

Mengarsipkan data pada Box LS dan GU
sesuai Direktorat

Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) diluar

jam kerja.

13

Rabu, 3 Agustus 2016

Memverifikas Daftar Revolving GU ke-8.
Mengantarkan Dokumen untuk diverikasi
oleh bagian keuangan.

Menyortir daftar nominatif Potongan SPD
(LS-3670, LS 3694, LS 3692, dan GU 3695).
Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) diluar

jam kerja.

14

Kamis, 4 Agustus 2016

Menyortir daftar nominatif Potongan SPD
(LS-3691 dan GU 3694).

Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas
(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada
GU dan LS.

Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)

GU dan LS menggunakan aplikasi SAS 2016.

15

Jumat, 5 Agustus 2016

Menyortir daftar nominatif Potongan SPD
(GU 3961 dan GU 3670).

Menghitung dana Deputi dan Uang
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Persediaan
Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) diluar

jam kerja.

16

Senin, 8 Agustus 2016

Menyortir daftar nominatif Potongan SPD LS
dan GU dengan Ms. Excel

Menghitung dana Deputi dan Uang
Persediaan

Mengantarkan Dokumen untuk diverikasi

oleh bagian keuangan.

17

Selasa, 9 Agustus 2016

Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)
GU dan LS menggunakan aplikasi SAS 2016.
Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas
(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada
GU dan LS.

Menghitung dana Deputi dan Uang

Persediaan.

18

Rabu, 10 Agustus 2016

Menyusun data Potongan SPD sesuai
No.Akun 524113 (Dalam Kota), 524111
(Luar Kota), 524211 (Luar Negeri) dengan
rekapan pengeluaran dana Deputi berdasarkan

rincian penerimaan.

- Validasi dokumen LS dengan rekapan
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pengeluaran deputi (rincian penerimaan no

akun 524113, 524111, 524211 dan Ls Awal)

19

Kamis, 11 Agustus 2016

- Arsip data LS 3692, 3691, 3670, 3694

Menghitung dana Deputi dan Uang

Persediaan.

20

Jumat, 12 Agustus 2016

Mengikuti acara senam pagi

Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)
GU dan LS menggunakan aplikasi SAS 2016.
Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas
(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada
GU dan LS.

Mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) diluar

jam kerja.

21 | Senin, 15 Agustus 2016 Membuat Potongan Surat Perjalan Dinas
(SPD) berdasarkan daftar nominatif SPD pada
GU dan LS

22 | Selasa, 16 Agustus 2016 Memploting Uang untuk pembayaran

Perjalanan Dinas berdasarkan jumlah pada
SPBy GU.

Memploting dana Deputi

Merekam data Surat Perintah Bayar (SPBY)

GU dan LS menggunakan aplikasi SAS 2016.
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23 | Rabu, 17 Agustus 2016 Libur Nasiona (Hari Kemerdekaan RI)

24 | Kamis, 18 Agustus 2016 Mengantarkan Dokumen untuk diverikasi
oleh bagian keuangan.

25 | Jumat, 19 Agustus 2016 Mengantarkan Dokumen untuk diverikasi

oleh bagian keuangan.
Perpisahan dengan Pegawai Deputi PIP

Bidang Polhukam PMK




Lampiran 8. Struktur Organisasi Deputi PIP Bidang Polhukam PMK
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DEPUTI PIP BIDANG
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Lampiran 9. Dokumentasi
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